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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG
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NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG DANA CADANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

a.

BUPATI SUMEDANG,

bahwa untuk penyelenggaraan
anggaran pemilihan umum kepala
daerah dan wakil kepala daerah di
Kabupaten Sumedang telah
ditetapkan Peraturan Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 17
Tahun 2011 tentang Dana Cadangan,;

bahwa sesuai dengan tahapan,
penyelenggaraan pemilihan umum
Bupati dan Wakil Bupati Sumedang
akan dilaksanakan bersamaan dengan
pemilihan  gubernur dan  wakil
gubernur Jawa Barat pada awal tahun
2013, sehingga untuk suksesnya
pemilihan umum diperlukan
pendanaan bersama;
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c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan
penyelenggaraan pemilihan umum
pada awal tahun anggaran 2013,
mengingat anggaran untuk tahapan
pemilu tidak dapat menunggu
penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran 2013,
dan agar penyelenggaraan pemilu
dapat Dberjalan lancar, efektif dan
efisien sesuai dengan tahapan, maka
perlu menarik dana cadangan yang
mengatur pemilihan kepala daerah
dan wakil kepala daerah dalam
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah tahun anggaran 2012
sebesar Rp.16.160.420.311 (enam
belas milyar seratus enam puluh juta
empat ratus dua puluh ribu tiga ratus
sebelas rupiah) untuk itu Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
17 Tahun 2011 tentang Dana
Cadangan perlu diubabh;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor
17 Tahun 2011 tentang Dana
Cadangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;
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2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4999);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);
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. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



5

10.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

11.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5048);

12.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

14.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246);
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15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang
Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4719);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5155);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4578);
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19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);

21.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005
tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam
Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005
tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Perubahan Menteri Dalam Negeri
Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan
dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilu Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
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25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007
tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan
Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja
Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

27.Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan
Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan atas
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun
2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan
Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian
Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 307);
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28.Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri
Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58
Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
sebagai Pajak Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 581);

29.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1
Tahun 2007 tentang Prosedur Perencanaan dan
Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2007 Nomor 1
Seri E);

30.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang
Tahun 2008 Nomor 7);

31.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah kabupaten
Sumedang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 3);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Tahun 2010 Nomor 8);



10

34.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17
Tahun 2011 tentang Dana Cadangan (Lembaran
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Nomor 3);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6
Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang

Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sumedang Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan

KABUPATEN SUMEDANG
dan

BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 17
TAHUN 2011 TENTANG DANA
CADANGAN.

Pasall

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Dana Cadangan
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011
Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang Nomor 3) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi
sebagai berikut:
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Pasal 3

Kegiatan yang dibiayai dengan Dana Cadangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yaitu untuk
persiapan pengalihan pengelolaan pajak bumi dan
bangunan perdesaan dan perkotaan.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 4

Dana Cadangan yang disediakan untuk
melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 yaitu sebesar Rp.6.000.000.000,00
(enam milyar rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 6 Nopember 2012

BUPATI SUMEDANG,
ttd

DON MURDONO



Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 6 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

ATJE ARIFIN ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2012 NOMOR 10

ROHAYAH(,S.H.

Pembina Tk. I (IV/Db)
NIP. 19611221 198803 2 002
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